~

pawa Besar yang memeriksa dan mengadili
pertama dalam sidang Majelis Hakim telah

al berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Kecamatan Utan,
paten Sumbawa, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

petani, tempat kediaman di [ R
I <ccomatan  Utan, Kabupaten Sumbawa,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti tertulis dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari

2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar
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007, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, selama
kurang lebih 6 Bulan, sampai bulan Januari Tahun 2019;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu)
orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT,
Umur 3 Bulan, berjenis kelamin Perempuan, belum sekolah;
4. Bahwa sekitar Awal bulan Mei Tahun 2018, ketentraman rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya
perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit
untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:

a. Tergugat sering berjudi.

b. Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat.
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hg mengeluarkan kata kata yang menyinggung
eperti kata-kasar dan kata-kata umpatan.

inum minuman keras.

inta hak asuh anak atas nama : ANAK
RGUGAT, Umur 3 Bulan, berjenis kelamin
yang sekarang dalam asuhan Tergugat yang
eh tergugat, karena mengingat anak tersebut
masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan
/- pagai ibu kandungnya;

fdari Pertengkaran tersebut pada akhir bulan Januari

Tergugat sampai sekarang;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerenanya agar masing-
masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan alternatief terakhir bagi Penggugat untuk
menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini.
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daIiI-daIiI diatas, Penggugat mohon agar Ketua
diva Besar, segera memeriksa dan mengadili

uhkan putusan yang amarnya berbunyi :

ba’'in shugra Tergugat atas Penggugat.

nak atas nama : ANAK PENGGUGAT DAN

/r gat sebagai Ibu kandungnya.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini
diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut dengan surat panggilan (relaas) Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Sub. tanggal
04 Februari 2019 dan 18 Februari 2019, dan tidak ternyata dan tidak ternyata
ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka
perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;
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pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
gan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
sudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

gugat atau kuasanya yang sah tidak pernah

aban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak

uatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

affdan saksi-saksi sebagai berikut :

Surat Keterangan Domisili atas nama Dian Lala
yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala [ NN
Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah
diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan
aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian
oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.1 (bukti
P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 0086/21/1V/2018,
Tanggal 27 April 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan
dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah
bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua
Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.1 (bukti P.2) ;

B. Bukti Saksi :
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ggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan
i, bertempat tinggal di Desa Motong RT.02
tdn, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah

yang pada pokoknya sebagai berikut :

genal Penggugat dan Tergugat karena saksi

anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan yang lalu, rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat dan
Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat suka
mabuk dan berjudi;

- Bahwa bahwa Tergugat pernah dilaporkan ke polisi karena
Tergugat sering mabuk dan berjudi;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat
dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat adalah seorang Ibu yang ilmu agamanya

baik, rajin shalat dan bisa menjadi Ibu yang baik bagi anak-anaknya;
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Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak
@rgugat, umurnya sekitar 3 (tiga) bulan, telah
oleh Tergugat dan Ibu Tergugat;

ggugat dan Tergugat saat ini masih minum

akan tersebut Penggugat keberatan, namun

tetap mengambil paksa anak Penggugat dan
hengetahuan Saksi Tergugat tidak punya pekerjaan

/ 2 Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan
P, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.02 RW.05 Desa
Sobrang Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi

Paman Penggugat;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi

tetangga Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami

Istri;
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Va pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat
Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah seorang Ibu yang taat dalam
beribadah, dan bisa menjadi Ibu yang baik bagi anak-anaknya;
- Bahwa anak Penggugat yang bernama Anak Penggugat dan
Tergugat, telah dijemput atau diambil oleh Tergugat dan Ibu
Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih minum
ASI,
- Bahwa atas tindakan tersebut sebenarnya Penggugat
keberatan, namun Tergugat dan Ibunya mengambil paksa anak
Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak punya pekerjaan

tetap;
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an para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
ah, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan

drnah menghadap ke persidangan;

ehggugat mengajukan kesimpulan secara lisan

gan gugatannya dan menyatakan tidak akan

ohon putusan;

persingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala

alam berita acara sidang perkara ini sebagai

kan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

D , bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

mana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat

tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan
gugatan tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim
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llk membuktikan dalil-dalil gugatannya;
Oleh karena dalam persidangan perkara ini hanya
atl sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir,
dimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun
n. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah
menasehati Penggugat agar bersabar dan
at, tetapi tidak berhasil,
Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya
ergugat dan di tetapkan sebagai pemegang hak
' yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat
ma pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
bagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu)
orang anak yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat, umur 3 Bulan,
berjenis kelamin Perempuan, belum sekolah, bahwa sekitar awal bulan Mei
Tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai
tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat
yang terus menerus Yyang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan
antara lain karena Tergugat sering berjudi, Tergugat pernah melakukan
KDRT terhadap Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata kata yang
menyinggung perasaan Penggugat seperti kata-kasar dan kata-kata
umpatan, dan Tergugat sering minum minuman keras, bahwa Penggugat
meminta hak asuh anak atas nama : Anak Penggugat dan Tergugat, umur
3 Bulan, berjenis kelamin Perempuan, belum sekolah yang sekarang dalam

asuhan Tergugat yang diambil secara paksa oleh tergugat, karena

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10




Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

sebut pada akhir bulan Januari tahun 2018
n dan pertengkaran tersebut, kini antara

pisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai

untuk  menguatkan  dalil gugatannya

Desa Motong Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai
cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang
Penggugat saat ini tinggal di Wilayah Kabupaten Sumbawa, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai ketentuan
Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang
Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, (fotokopi Kutipan Akta
Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat) yang merupakan akta otentik

dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan
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a atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama Saksi 1 Penggugat
sebagai tetangga Penggugat dan saksi kedua bernama Saksi 2 Penggugat
sebagai Paman Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara
formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut sudah dewasa
dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan

keterangan di bawah sumpahnya. Menerangkan mengenai pertengkaran
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pengetahuan dan penglihatan serta

saling bertentangan satu sama lain, bahkan

Agaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal
A lapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan
an penggugat;

wa berdasarkan alat bukti bukti tertulis (P.1 dan P.2)

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, menikah
pada tanggal 27 April 2018, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sesuai dengan Kutipan
Akta Nikah Nomor : 0086/21/IV/2018, Tanggal 27 April 2018;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
bernama Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, umur
3 (tiga) bulan;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak beberapa bulan yang lalu, rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat

sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
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at yang bernama Anak Penggugat dan

au diambil oleh Tergugat dan Ibu Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada pokoknya
terdapat 2 (dua) permintaan atau tuntutan yaitu pada petitum angka 2,
Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat, dan petitum angka 3,
Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuk (hadhanah)
terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat
dan Tergugat, umur 3 (tiga) bulan, berjenis kelamin perempuan, maka
Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara point per point tuntutan

Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2, mohon
agar Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cg. Majelis Hakim menjatuhkan

talak satu ba'’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
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ehgakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah

o

gfa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit

selisihan tersebut karena Tergugat sering

ain judi;

/ thwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Majelis
pienarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan
gKaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada

lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri terus
menerus berselisih, dan tidak ada kecocokan lagi, serta tidak mungkin untuk
dirukunkan kembali, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim
merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan
dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah,

dan sebagaimana dalam al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri

dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara
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)@, hormat), mutual help (saling bantu membantu),
bekerja sama), mutual inter-dependency (saling
nderstanding (saling pengertian), akan tetapi
2 figgugat dan Tergugat hal tersebut sudah tidak

lis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga

Jias yl o soylei 5]

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung

madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya”;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula
yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret
1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi
perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka
telah pecah dan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam;
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Majelis Hakim juga memandang perlu
li Hukum Islam yang kemudian diambil alih

Kim sebagai berikut :

lab, juz VI, halaman 346 :

2o azg) at) pac bl vlg

telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri

haka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan

2. Pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa’ yang dikutip Sayid Sabiq

dalam Kitab Fighus sunnabh juz Il halaman 208 yang berbunyi :
(@l shsaddly Juidl 5l lagin ganll &9 agizl lalss
Artinya: “ Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul

sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing

peselisihan, serta kehidupan menjadi suram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang
salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah

memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
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bhhuruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-
gk untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki

Penggugat patut dikabulkan;

h karena gugatan Penggugat beralasan dan
maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat

Islam bentuk perceraian antara Penggugat

(Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3, Penggugat
mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak Penggugat
dan Tergugat Anak Penggugat dan Tergugat, umur 3 (tiga) bulan, berjenis
kelamin perempuan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya

sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh (hadhanah) anak yang
bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 3 (tiga) bulan, maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa seorang anak adalah karunia dan amanah Tuhan
yang harus disyukuri, dipelihara dan diasuh dengan baik, pada usia yang

masih baru berumur 3 (tiga) bulan, masih sangat membutuhkan perhatian
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Disclaimer

ahak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat,

pllan, keduanya berhak mengasuh anak tersebut, namun

atu keadaan tertentu sehingga Penggugat dan Tergugat sekarang
pisah tempat tinggal, dan saat ini anak tersebut berada di bawah asuhan
Tergugat, karena diambil atau dijemput paksa oleh Tergugat, sedangkan
Penggugat keberatan atas tindakan Tergugat tersebut, namun demikian
hubungan anak tersebut dengan Tergugat sebagai ayahnya tidak dapat
diputuskan, sehingga dengan demikian jika Penggugat di tetapkan menjadi
pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak tersebut, harus tetap
memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan
anak tersebut dalam waktu-waktu yang disepakati. Dan apabila dikemudian
hari ternyata Penggugat setelah tuntutannya dikabulkan dan ditetapkan
sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak yang bernama Anak
Penggugat dan Tergugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk

bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut, maka hal itu dapat dijadikan
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tuk mengajukan gugatan hak asuh anak

@megang hak asuh (hadhanah) sebelum anak
an atau menyerahkan anak kepada lbunya
ebas dan lepas dari tanggung jawab sebagai
ya tetap memperoleh hak untuk menjumpai,
[l sayangnya serta perhatian untuk memberikan
ga yang terbaik untuk anak di masa depannya,
dgleh menghalangi ayahnya apabila sewaktu-waktu

Brtemu dengan anaknya;

&

thg, bahwa Majelis Hakim berpendapat, hak pengasuhan
adhanah) anak, lebih layak dimiliki oleh kaum wanita, karena wanita itu
lebih besar kasih sayangnya, lebih tekun mendidiknya, dan lebih sabar
(daripada laki-laki) dalam mengasuh anak, serta lebih banyak bergaul
dengan anak-anak, oleh karenanya, apabila suami istri terjadi perceraian,
maka si istri lebih berhak mengasuh anak hasil dari perkawinan tersebut. Hal

ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, QS. (2) al-Bagarah ayat 233 sebagai berikut :

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun

penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban

ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf”;
Menimbang, bahwa dalam beberapa hadits juga mengidentifikasi

persoalan hadhanah sebagai hal yang sangat urgen bagi kelangsungan dan

masa depan anak, seperti disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad bin
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bin Syu'aib dari bapaknya dari Abdullah bin
d seorang wanita datang kepada Nabi saw. lalu
sesungguhnya anakku ini, dulu perutku adalah
| @dalah rumah baginya, dan payudaraku adalah
bapaknya ingin merebutnya dariku?" Beliau

Berhak atasnya (anakmu) selama kamu belum

/- ahwa Majelis Hakim perlu kiranya mengetengahkan
dalam kitab Kifayah Al-Akhyar (,L>Yl4,leS) Juz Il halaman

g diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

anallgpuallga,mlly Jasll gaw aibiazdl lashuig

aooll a9 aolsYlg ailoVlg
arudl_dlgio v Jizlols go) geslnlls
Lgiiio> calodw oVl n9.

Artinya: Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas
hadhanah ada 7 (tujuh) macam : 1. Berakal sehat, 2. Merdeka, 3. Beragama
Islam, 4. ‘Iffah (sederhana), 5. Dapat dipercaya, 6. Bertempat tinggal tetap /
satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, 7. Tidak bersuami / belum
kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak
hadhanah (pemeliharaan) itu dari tangan Ibu”.

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan-persyaratan bagi seorang
pemegang hak asuh (hadhanah) anak, berdasarkan fakta di persidangan
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wa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
ngka 3, tentang tuntutan Penggugat agar ditetapkan

r’
: ng hak asuh (hadhanah) anak beralasan hukum dan dapat

dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 yang terdapat dalam
gugatan Penggugat, beralasan hukum dan dapat dikabulkan, sedangkan
posisi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan
Tergugat bin Doni Kurnianto saat ini berada dalam penguasaan Tergugat,
maka untuk memberikan kepastian hukum Majelis Hakim perlu
memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut, yang akan
dimuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
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Nasal dari peraturan perundang-undangan yang

) berkenaan dengan perkara ini;

ENGADILI :

ang telah dipanggil secara resmi dan patut
sidang, tidak hadir;

;\’ Penggugat dengan verstek;

Jatu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

WGAT);

ak bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur 3

berjenis kelamin perempuan berada di bawah hadhanah

Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Anak
Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 481.000,00 ( empat ratus delapan puluh satu ribu ).
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sumbawa Besar pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 Masehi
bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1440 Hijriah oleh kami, Sugianto,
S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.H.l. dan Hilman Irdhi
Pringgodigdo,S.S.,S.E.I.,M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan
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Ketua Majelis,

ttd

Sugianto, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Amiruddin, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00
ATK Perkara :Rp 50.000,00
Panggilan :Rp  390.000,00

- Redaksi ‘Rp 5.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp  481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar
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